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ABSTRAK 

Penelitian ini di latar belakangi mengenai ketentuan Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, 

yang mana dalam Undang-Undang ini gadai hanya berlaku selama 7 tahun. Lebih 

dari itu penerima gadai wajib memgembalikan barang gadaiannya kepada pemberi 

gadai tampa uang tebusan kembali,namun yang terjadi di Nagari Sungai Abu tidak 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Adapun 

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yakni 1). Bagaimana pelaksanaan 

ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Luas 

Tanah Pertanian terhadap gadai sawah di Nagari Sungai Abu dan 2).Apa faktor 

penghambat terlaksananya  ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 prp 

Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Nagari Sungai Abu. 

Metode pendekatan yang digunakan Pada penelitian ini peneliti mengunakan 

penelitian yuridis sosiologis (emperis) Yaitu penelitian terhadap,identifikasi 

hukum dan aktifitas hukum dalam sosial  di tengah masyarakat. Yang mana 

penelitian yuridis sosiologis adalah yang condong bersifat kualitatif berdasarkan 

data primer. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari 

objeknya, untuk mencapai tujuan penelitian yang sudah ditetapkan.  penulis 

melakukan penelitian terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian Terhadap Gadai Sawah 

Di Nagari Sungai Abu, dari hasil penelitian yang penulis dapat menjelaskan  

Pelaksanaan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 

Tentang Luas Tanah Pertanian terhadap gadai sawah di Nagari Sungai Abu tidak  

terlaksana sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal  7 Undang-Undang 

Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian. Faktor penghambat 

terlaksananya ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 

Tentang Luas Tanah Pertanian  terbagi menjadi 2 faktor yaitu factor yuridis 

seperti  ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum yang mengatur mengenai gadai 

tanah pertanian,  Hambatan factor teknis yaitu seperti: masyarakat tunduk pada 

perjanjian gadai yang telah dilakukan secara turun temurun. 
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